analisis penerakan kmk no 563/kmk.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai pada ppsdm migas by KURNIA, REZA ADITYA
  
i 
 
ANALISIS PENERAPAN KMK NOMOR 563/KMK.03/2003 TENTANG 
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI 
 WAJIB PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MINYAK DAN GAS BUMI  
(PPSDM) MIGAS 
 
 
 
 
 
TUGAS AKHIR 
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat 
Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Oleh : 
REZA ADITYA KURNIA  
NIM F 3414072 
 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA 
2017 
 
 
  
ii 
 
ABSTRAK 
ANALISIS PENERAPAN KMK NOMOR 563/KMK.03/2003 TENTANG 
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI WAJIB 
PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PUSAT 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI (PPSDM) 
MIGAS 
Reza Aditya Kurnia 
F3414072 
     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan KMK 
No.563/KMK.03/2003 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah untuk 
memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai di PPSDM 
Migas. Metode studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakuk 
ananalisis data yang diperoleh dari PPSDM Migas, studi kepustakaan dan 
wawancara. Teknik pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif. 
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemungutan, penyetoran, 
pelaporan dan masalah terkait PPN di PPSDM Migas. Penunjukan PPSDM Migas 
sebagai Wajib Pungut PPN bertujuan untuk mengamankan penerimaan Negara 
dari sector pajak. PPSDM Migas melakukan pengajuan pembayaran PPN Wajib 
Pungut berdasarkan faktur pajak dan SSP dari rekanan. PPSDM Migas melakukan 
penyetoran PPN Wajib Pungut melalui Bank BNI dan terkena 2% apabila 
terlambat melakukan penyetoran. 
PPSDM Migas juga membuat Standar Operating Procedure (SOP) guna 
mengurangi resiko sanksi bunga 2%. Untuk pelaporan PPN Wajib Pungut, 
PPSDM Migas menggunakan SPT 1107 PUT khusus untuk pemungut PPN. 
Kata kunci :Penerapan KMK No.563/KMK.03/2003, PPN, Pemungutan PPN, 
Penyetoran PPN, Pelaporan PPN. 
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ABSTRACK 
THE ANALYSIS OF IMLEMENTATION OF KMK NO.563/KMK.03/2003 
ABOUT APPOINTMEN OF STATE GOVERNMENT TREASURER AS A 
VALUE ADDED TAX COLLECTOR IN PUSAT PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI (PPSDM) MIGAS 
Reza Aditya Kurnia 
F3414072 
This research aims to analyze KMK No.563 / KMK.03 / 2003 about 
appointment of Government Treasurer to collect, deposit and report Value Added 
Tax in PPSDM Migas. The study method used in this research is to analyze data 
obtained from PPSDM Migas, literature study and interview. The discussion 
technique used in this research is descriptive method. 
This research discusses about how collecting, depositing, reporting and VAT 
related issues in PPSDM Migas. The appointment of  PPSDMMigas as 
VATcollectoris to secure government earnings from taxation sector. PPSDM 
Migas shall apply for VAT Payer Tax on the basis of tax invoice and SSP from 
the partners. PPSDM Migas shall deposit the VAT of Mandatory Collection by 
Bank BNI and shall be subject to 2% completion of deposit. 
 PPSDM Migas also established Standard Operating Procedures (SOP) to 
reduce risks. For the reporting of VAT, PPSDM Migas uses SPT 1107 PUT 
specifically for the VAT collector. 
Key words : Implementation of KMK No.563/KMK.03/2003, VAT, VAT 
collector, VAT deposit, VAT reporting. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah singkat PPSDM Migas 
     Lapangan minyak yang ada di Indonesia termasuk cukup banyak di berbagai 
daerah dan salah satunya yang sudah lama adalah lapangan minyak di daerah 
Cepu, pertama kali ditemukan oleh seorang Insinyur dari Belanda bernama 
Andrian Stoop pada tahun 1886. Cepu merupakan suatu daerah yang terletak di 
perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur.Perkembangan sejarah Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi, telah mengalami pergantian nama sejak 
ditemukan minyak di Cepu sampai sekarang. Pada awal berdirinya sekitar abad 
XIX tempat ini diberi nama DPM (Dordtsche Petroleum Maarschappij). 
     Seiring perkembangannya, tempat ini mengalami perubahan nama, hingga 
pada tahun 2016 sampai sekarang berubah nama menjadi Pusat Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas). Selain 
diterangkan di atas, sejarah mencatat bahwa perkembangan perminyakan di Cepu 
dapat diuraikan dalam tiga periode, yaitu: 
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1. Periode Zaman Hindia Belanda ( Tahun 1886 - 1942 ) 
     Zaman ini telah ditemukan rembesan minyak didaerah pulau Jawa yaitu Kuwu, 
Merapen, Watudakon, Mojokerto serta penemuan minyak dan gas di Sumatera. 
Eksplorasi minyak bumi di Indonesia di mulai pada tahun 1870 oleh seorang 
Insinyur dari Belanda bernama P. Vandijk, di daerah Purwodadi Semarang dengan 
mulai pengamatan rembesan-rembesan minyak di permukaan. 
      Kecamatan Cepu Provinsi Jawa Tengah terdapat konsesi minyak, dalam kota 
kecil di tepi Bengawan Solo, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang 
bernama Panolan, diresmikan pada tanggal 28 Mei 1893 atas nama AB. 
Versteegh. Kemudian beliau mengontrakkannya ke perusahaan DPM (Dordtsche 
Petroleum Maarschappij) di Surabaya dengan membayar ganti rugi sebesar F. 
10000 dan F. 0.1 untuk tiap peti (37,5 liter minyak tanah dari hasil pengilangan). 
Penemuan sumur minyak bumi bermula di desa Ledok oleh Mr. Adrian 
Stoop.Januari 1893, ia menyusuri Bengawan Solo dengan rakit dari Ngawi 
menuju Ngareng Cepu dan akhirnya memilih Ngareng sebagai tempat pabrik 
penyulingan minyak dan sumurnya dibor pada Juli 1893. Daerah tersebut 
kemudian dikenal dengan nama Kilang Cepu. Selanjutnya, berdasarkan akta No. 
56 tanggal 17 Maret 1923 DPM diambil alih oleh BPM (Bataafsche Petroleum 
Maarschappij) yaitu perusahaan minyak milik Belanda. 
2. Periode Zaman Jepang ( Tahun 1942 - 1945 ) 
     Periode zaman Jepang, dilukiskan tentang peristiwa penyerbuan tentara Jepang 
ke Indonesia pada perang Asia Timur yaitu keinginan Jepang untuk menguasai 
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daerah-daerah yang kaya akan sumber minyak, untuk keperluan perang dan 
kebutuhan minyak dalam negeri Jepang. 
     Terjadi perebutan kekuasaan Jepang terhadap Belanda, para pegawai 
perusahaan minyak Belanda ditugaskan untuk menangani taktik bumi hangus 
instalasi penting, terutama Kilang minyak yang ditujukan untuk menghambat laju 
serangan Jepang. Namun akhirnya, Jepang menyadari bahwa pemboman atas 
daerah minyak akan merugikan pemerintah Jepang sendiri. 
     Sumber-sumber minyak segera dibangun bersama oleh tenaga sipil Jepang, 
tukang-tukang bor sumur tawanan perang dan tenaga rakyat Indonesia yang 
berpengalaman dan ahli dalam bidang perminyakan, serta tenaga kasar diambil 
dari penduduk Cepu dan daerah lainnya dalam jumlah besar. 
     Lapangan minyak Cepu masih dapat beroperasi secara maksimal seperti biasa 
dan pada saat itu Jepang pernah melakukan pengeboran baru di lapangan minyak 
Kawengan, Ledok, Nglobo dan Semanggi. 
3. Periode Zaman Kemerdekaan ( Tahun 1945 ) 
     Zaman kemerdekaan, Kilang minyak di Cepu mengalami beberapa 
perkembangan sebagai berikut: 
a. Periode 1945 – 1950 
     Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu.Hal ini 
menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia.Pada tanggal 17 
Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sehingga Kilang 
minyak Cepu diambil alih oleh Indonesia.Pemerintah kemudian mendirikan 
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Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN) berdasarkan Maklumat Menteri 
Kemakmuran No. 05. 
     Desember 1949 dan menjelang 1950 setelah adanya penyerahan kedaulatan, 
Kilang minyak Cepu dan lapangan Kawengan diserahkan dan diusahakan kembali 
oleh BPM perusahaan milik Belanda. 
b. Periode 1950 – 1951 
     Selepas kegiatn PTMN dibekukan pada akhir tahun 1949, pengelolaan 
lapangan Ledok, Nglobo dan Semanggi yang pada saat itu dikenal sebagai Cepu 
Barat berpindah tangan kepada ASM (Administrasi Sumber Minyak) yang 
dikuasai oleh Komando Rayon Militer Blora. 
c. Periode 1951 – 1957 
     Pada tahun 1951 perusahaan minyak lapangan Ledok, Nglobo, Semanggi oleh 
ASM diserahkan kepada pemerintah sipil.Untuk kepentingan tersebut dibentuk 
panitia kerja yaitu Badan Penyelenggaraan Perusahaan Negara di bulan Januari 
1951, yang kemudian melahirkan Perusahaan Tambang Minyak Republik 
Indonesia (PTMRI). 
d. Periode 1957 – 1961 
     Pada tahun 1957, PTMRI diganti menjadi Tambang Minyak Nglobo, CA 
e. Periode 1961 – 1966 
     Tahun 1961, Tambang Minyak Nglobo CA diganti PN PERMIGAN 
(Perusahaan Minyak dan Gas Nasional) dan pemurnian minyak di lapangan 
minyak Ledok dan Nglobo dihentikan.Pada tahun 1962, Kilang Cepu dan 
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lapangan minyak Kawengan dibeli oleh pemerintah RI dari Shell dan diserahkan 
ke PN PERMIGAN. 
f. Periode 1966 – 1978 
     Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. 
5/M/Migas/1966 tanggal 04 Januari 1966, yang menerangkan bahwa seluruh 
fasilitas/instalasi PN Permigan Daerah Administrasi Cepu dialihkan menjadi Pusat 
Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas Bumi 
(PUSDIKLAP MIGAS). Yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Jakarta.Kemudian pada tanggal 07 
Februari 1967diresmikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu 
Angkatan I (Pertama). 
g. Periode 1978 – 1984 
     Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 646 tanggal 26 
Desember 1977 PUSDIKLAP MIGAS yang merupakan bagian dari LEMIGAS 
(Lembaga Minyak dan Gas Bumi) diubah menjadi Pusat Pengembangan 
Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB 
LEMIGAS) dan berdasarkan SK Presiden No. 15 tanggal 15 Maret 1984 pasal 
107, LEMIGAS Cepu ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah dengan nama 
Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS).  
h. Periode 1984 – 2001 
     Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/1987 tanggal 05 
Desember 1987, dimana wilayah PPT Migas yang dimanfaatkan Diklat 
Operasional/Laboratorium Lapangan Produksi diserahkan ke PERTAMINA EP 
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ASSET 4 Cepu, sehingga Kilang Cepu mengoperasikan pengolahan crude oil 
milik PERTAMINA 
     Kedudukan PPT Migas dibawah Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, 
Departemen Pertambangan dan Energi yang merupakan pelaksana teknis migas di 
bidang pengembangan tenaga perminyakan dan gas bumi 
     Keberadaan PPT Migas ditetapkan berdasarkan Kepres No. 15/1984 tanggal 18 
Maret 1984, dan struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Pertambangan dan Energi No.1092 tanggal 05 November 1984. 
i. Periode 2001 – 2016 
     Hingga Tahun 2004 PPT Migas Cepu diubah menjadi Pusdiklat Migas (Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi) Cepu sesuai SK Menteri ESDM 
(Energi dan Sumber Daya Mineral) nomor 150 Tahun 2001 dan telah diubah 
Peraturan Menteri ESDM nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005. 
Kemudian diperbarui Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 
2010. 
j. Periode 2016 – Sekarang 
     Sesuai Peraturan Menteri No. 13 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja 
kementrian energi dan sumber daya mineral, Pusdiklat Migas Cepu berubah nama 
menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak Dan Gas Bumi 
(PPSDM) Cepu. 
2. Lokasi  
     Pusat Pengembangan Sumber Daya manusia Minyak dan Gas Bumi berlokasi 
di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, 
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Provinsi Jawa Tengah dengan areal sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan 
seluas 120 hektar. Di tinjau dari segi geografis dan ekonomis, lokasi tersebut 
cukup strategis karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu : 
1. Lokasi praktek 
     Lokasi PPSDM Migas berdekatan dengan lapangan minyak milik Pertamina, 
Exxon Mobil Cepu Limited, Petrochina, tambang rakyat Wonocolo serta 
singkapan-singkapan geologi, sehingga memudahkan peserta diklat untuk 
melakukan field study. 
2. Letaknya yang berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur 
 
Gambar 1.1. Peta Lokasi PPSDM Migas 
Sumber Humas PPSDM Migas  
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3. Tugas Pokok dan Fungsi  
     Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 PPSDM Migas 
memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut : 
1. Tugas Pokok : 
“Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas 
bumi” 
2. Fungsi : 
a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia  
di bidang minyak dan gas bumi;  
b. Penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan 
informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas 
bumi; 
c. Penyusunan perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya 
manusia di bidang minyak dan gas bumi; 
d. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan 
gas bumi; 
e. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan 
sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi; 
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang 
pengembangan sumber daya manusia  Minyak dan Gas Bumi; dan 
g. Pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia  Minyak 
dan Gas Bumi. 
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4. Struktur Organisasi  
     Struktur organisasi yang ada di PPSDM Migas terdiri dari pimpinan tertinggi 
sebagai kepala PPSDM Cepu.Pimpinan tertinggi membawahi kepala bagian dan 
kepala bidang yang bertugas memimpin unit-unit di PPSDM Migas Cepu. 
     Kepala bagian dan kepala bidang membawahi sub.bagian dan sub. bidang dari 
unit-unit yang terkait. Di setiap unit terdapat pengawas unit dan pengelola unit 
yang dipimpin oleh sub bagian masing-masing unit. Selain itu, dalam kegiatan 
operasional PPSDM Migas setiap unit memiliki masing-masing karyawan atau 
bawahan yang handal dalam setiap masing-masing bidang yang dijalankan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2. Struktur organisasi PPSDM Migas 
Sumber Humas PPSDM Migas 
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5. Akreditasi PPSDM Migas 
1. Lembaga Diklat Migas – Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001, 14001& 
OHSAS 18001; LAN 
2. Lembaga Sertifikasi Profesi (KAN/BSN) ISO 17024 
3. Laboratorium Penguji- ISO 17025 
4. Laboratorium Kalibrasi- ISO 17025 
5. Lembaga Inspeksi Migas - ISO 17020  
6. IADC WellSharp USA 
7. IIW (International Institute of Welding)-IWS-ANB (Indonesian Welding 
Society-Authorized National Body).  
8. Menjadi member of International Well Control Forum (IWCF) 
9. Menjadi member of Offshore Petroleum Industry Training Organization 
(OPITO)  
10. Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan untuk Crude Oil Distilation 
Unit (SKPP) 
6. Jejaring Kerjasama 
     Dalam rangka upaya mensukseskan berbagi program diklat, PPSDM Migas 
menjalin hubungan kerjasama dengan berbagi instansi pemerintah maupun 
swasta, perguruan tinggi dan juga kerjasama international.Tujuan kerjasama 
tersebut adalah untuk saling memberikan bantuan dalam hal-hal tertentu yang 
dapat menguntungkan kedua belah pihak. 
1. Program Kerjasama Industri Migas 
a) SKK Migas (BP Migas) 
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b) ConocoPhillips Indonesia 
c) Total E&P Indonesie  
d) ExxonMobil Cepu Ltd. 
e) Star Energy  
f) Chevron  
g) Pertamina 
h) Santos (Sampang) Pty Ltd. 
i) Medco E&P 
j) Petronas Carigali Indonesia  
k) Energy Equity Epic (Sengkang)  
l) PHE - ONWJ 
m) Kangean Energy Indonesia 
n) Vico Indonesia 
o) BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu  
p) Hess (Indonesia-Pangkah) 
q) Citic Seram Energy Ltd. 
r) CNOOC 
s) Premier Oil 
t) BP Berau  
u) Salamander Energi 
2. Program Kerjasama International 
a) TCDC (Technical Cooperation Among Developing Countries) (untuk Negara  
Asia dan Afrika) 
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b) Training for Petronas Employee  (Negara Malaysia) 
c) Basic Theory & Practice for VietRoss Engineers (Negara Vietnam) 
d) CCOP (Coordinating Committee for Offshore Prospecting), negara : Papua 
Nugini, Brunei , Malaysia,  Vietnam, cambodia, Myanmar, Cina, Phiillipines, 
Thailand) 
e) CLMV (Cambodia, Laos PDR, Myanmar, Vietnam)  
f) Basic of Oil & Gas Operation & Maintenance Training-Total E&P Myanmar 
g) UMW Corporation SDN BHD Program-Malaysia 
h) Introduction to Petroleum Operation-PAFYPS Timor Leste  
i) Diklat Pemboran – Energy Quest Malaysia 
j) University Of Eloy Alfaro ,Manabi - Equador  
k) Total Professeur  Associes (TPA) Perancis 
3. Program Kerjasama TNI / Polri 
a) Perwira Perminyakan 
b) Bintara Perminyakan 
c) Pelatihan dan Praktek BBM & BMP TNI-AU 
d) Lattis Suspa BMP TNI-AU 
4. Program Kerjasama Perguruan Tinggi 
a) Institut Teknologi Bandung (ITB) 
b) Universitas Trisakti Jakarta 
c) UPN “Veteran” Yogyakarta 
d) UNISBA Bandung 
e) Universitas Islam Riau 
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f) ITS, ITATS, UGM, UNDIP, Univ.Airlangga, Univ.Brawijaya, UNS,Univ. 
Hasanudin Makasar,Univ. Proklamasi Yogyakarta, STEM Akamigas, Unpad, 
Unpatti Maluku, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , dll. 
 
B. Latar Belakang 
     Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan, yang 
terhutangoleh orang pribadi atau badan yang terhutang oleh orang pribadi atau 
badan yangwajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak 
mendapat prestasikembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluran unum berhubungan dengan tugas 
Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.Penerimaan terbesar Negara kita 
berasal darisektor pajak yaitu hampir 80%. 
     Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga terus meningkat, penerimaan 
negara dari sektor PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah(PPnBM) selalu berhasil menjadi jenis pajak terbesar kedua 
dalampenerimaan negara dalam kurun waktu terakhir. Namun demikian, masih 
banyak potensipajak yang belum dioptimalkan oleh negara.Hal ini disebabkan 
oleh masalah yang sering muncul, misalnya dalam pemungutan PPN, banyak 
faktur pajak fiktif, Pengusaha Kena Pajak(PKP) fiktif, dan PPN yang tidak 
disetorkan. Menghadapi berbagai masalah ini DJP melakukan program 
intensifikasi pajak berupa Roadmap Pembenahan Administrasi PPN yang dimulai 
dari program e-SPT, registrasi ulang PKP, administrasi faktur pajak, dan pada 
akhirnya akan mengarah kepada e-tax invoice. Selain itu, untuk mengurangi 
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kemungkinan adanya PPN yang tidak disetorkan oleh Wajib Pajak (selanjutnya 
disebut WP). 
     Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan yang jelas dalam melaksanakan 
pemungutan pajak. Sejak 1 Januari 1989 sampai dengan 31 Desember 2003 Badan 
Bendaharawan Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN yang diatur melalui 
Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK.03/2003, tentang Penunjukkan 
Bendaharawan Pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, kebijakan ini 
diberlakukan karena rekanan Bendaharawan kurang patuh dalam melakukan 
penyetoran pajak.  
     Bendaharawan Pemerintah yang dijadikan topik adalah Pusat Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM) Migas. Dalam 
mekanisme Pajak Pertambahan Nilai, Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM) Migas  memiliki  wewenang untuk 
memungut dan menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai  atas kegiatan yang 
dilakukan  oleh Bendaharawan. Setelah melakukan perhitungan Pusat 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM) Migas 
melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan terdaftar, yaitu 
KPP Blora mengenai besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang timbul pada masa 
pajaktersebut. Maka untuk mengetahui bagaimana penerapan KMK No. 
563/KMK.03/2003tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah untuk 
memungut, menyetor,dan melaporkan PPN dalam hal ini Pusat Pengembangan 
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Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM) Migas dan masalah – 
masalah apa saja yang dihadapi, maka penulis tertarik untuk mengambil topik 
“ANALISIS PENERAPAN KMK NOMOR 563/KMK.03/2003 TENTANG 
PENUNJUKAN  BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI WAJIB 
PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PUSAT 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI 
(PPSDM) MIGAS “. 
 
C. Rumusan Masalah 
     Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, penulis merumuskanbeberapa 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pemungutan PPN pada Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM) setelah KMK 
No.563/KMK.03/2003? 
2. Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPN pada Pusat Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM) Migas 
KMKNo.563/KMK.03/2003? 
3. Apa saja kendala yang dihadapi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Minyak dan Gas Bumi (PPSDM) Migas setelah penerapan 
KMKNo.563/KMK.03/2003 dan bagaimana solusi mengatasinya? 
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D. Tujuan Penelitian 
     Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dengan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 
1. Mengetahuipemungutan PPN pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Minyak dan Gas Bumi (PPSDM) Migas setelah KMK No.563/KMK.03/2003. 
2. Mengetahui penyetoran dan pelaporan PPN pada Pusat Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM) Migas setelah KMK 
No.563/KMK.03/2003. 
3. Mengetahui masalah yang timbul dalam pelaporan PPN pada Pusat 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM) Migas 
setelah penerapan KMK No. 563/KMK.03/2003 dan bagaimana 
solusimengatasinya. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
     Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), khususnya mengenai perlakuan tata cara perhitungan dan pelaporan PPN 
di Bendaharawan Pemerintah khususnya PPSDM Migas. 
2. Manfaat Praktis 
     Meningkatkan kualitas pelaksanaan perpajakan, khususnya tentang penunjukan 
Bendaharawan Pemerintah sebagai wajib pungut PPN. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Perpajakan Secara Umum 
1. Pengertian Pajak 
     Terdapat beberapa pengertian pajak, diantaranya berdasarkan Undang –
Undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 
pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak 
mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. 
Adriani (2005) adalah “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajibmembayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 
negara yang menyelenggarakan pemerintahan”, dan menurut Prof.Dr. 
Rochmat.Soemitro,S.H. (2007) “pajak adalah iurankas kepada Negara 
berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengantidak mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”.Maka Nurmantu (2003) mengatakan bahwa unsur 
– unsur pajak adalah sebagai berikut: 
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a. Iuran atau pungutan 
b.  Dipungut berdasarkan Undang – Undang. 
c.  Dapat dipaksakan. 
d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi. 
e. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 
2. Pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya 
Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok (Waluyo, 2011): 
a. Menurut golongan dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut: 
1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapatdilimpahkan 
pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 
bersangkutan, contoh: Pajak Penghasilan. 
2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 
kepada pihak lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
b. Menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-
ciri prinsip adalah sebagai berikut: 
1) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya 
yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan 
dari Wajib Pajak. 
2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan padaobjeknya, 
tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
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c. Menurut pemungut dan pengelolanya adalah sebagai berikut: 
1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dandigunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah. 
2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: pajak reklame, 
pajak hiburan. 
3. Fungsi Pajak 
Terdapat 2 fungsi pajak (Waluyo, 2011) yaitu sebagai berikut: 
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
     Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah, contoh: dimasukkannya pajak dalamAPBN 
sebagai penerimaan dalam negeri. 
b. Fungsi mengatur (Regulerend) 
     Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
dibidang sosial dan ekonomi, contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi 
terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 
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4. Cara Pemungutan Pajak 
Cara pemungutan pajak (Waluyo, 2011) dilakukan berdasarkan tiga stelsel 
berikut: 
a. Stelsel nyata (riil stelsel) 
     Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata,sehingga 
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,yakni setelah 
penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.Kelebihan stelsel ini adalah 
pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat 
dikenakan pada akhir periode(setelah penghasilan riil diketahui). 
b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 
     Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 
sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang 
terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 
c. Stelsel campuran 
     Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 
Pada awal tahun, besarnya pajak yang dihitung berdasarkan suatuanggapan, 
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 
sebenarnya.Apabila besarnya pajak menurut kenyataanlebih besar daripada pajak 
menurut anggapan, maka Wajib Pajak harusmenambah kekurangannya.Demikian 
pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. 
Dan sistem Pemungutan Pajak (Waluyo 2011) dibagi menjadi 3 yaitu: 
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1) Official Assessment System 
     Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberwewenang 
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-
ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang beradapada fiskus. 
b) Wajib Pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
2) Self Assessment System 
     Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 
dibayar. 
3) Withholding System 
     Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang berwewenang kepada 
pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh 
WajibPajak.
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B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
1. Definisi PPN 
    Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas 
konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di 
setiap jalur produksi dan distribusi. Daerah Pabean adalah wilayah Republik 
Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta 
tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di 
dalamnya berlaku UU yang mengatur mengenai kepabeanan. 
2. Terminologi PPN 
     Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan terkait PPN berdasarkan 
UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan UU 
No 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM yaitu : 
a. Barang Kena Pajak (BKP) 
     BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa 
barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang 
dikenai pajak. 
b. Jasa Kena Pajak (JKP) 
     JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan 
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atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk 
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas 
petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang – undang. 
c. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
     PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang 
dikenai pajak berdasarkan undang – undang PPN. 
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
     DPP adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor,atau 
Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 
e. Surat Setoran Pajak (SSP) 
     SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas negara 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
f. Surat Pemberitahuan (SPT) 
     SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. 
g. Faktur Pajak 
     Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang 
melakukan penyerahan BKP atau JKP. 
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h. Pajak Masukan 
     Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKPkarena 
perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP Tidak 
Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah 
Pabean dan/atau impor BKP. 
i. Pajak Keluaran 
     Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP 
yangmelakukan penyerahan BKP dan atau JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor 
BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP. 
3. Tarif PPN 
Tarif PPN menurut priantara (2012) ada 2 jenis, yaitu : 
a. Tarif PPN sebesar 10% . 
     Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP dan/atau JKP adalah tarif 
tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar 
penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda. 
b. Tarif PPN atas ekspor BKP sebesar 0%.  
     PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP didalam daerah pabean. 
Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean 
dikenakan PPN dengan taif 0%. 
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4. Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak 
     Berdasarkan undang – undang No 42 Tahun 2009 tidak semua barang danjasa 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, terdapat beberapa jenis kelompok barang 
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu : 
a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambillangsung dari 
sumbernya. Contoh : minyak mentah, panas bumi, bijih timah, bijih perak. 
b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.Contoh: 
beras, gabah, jagung, sagu. 
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 
warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi 
di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan 
oleh usaha jasa boga atau catering. 
d. Uang, emas batangan, dan surat berharga. 
Selain barang, juga terdapat beberapa jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu : 
a. Jasa pelayanan kesehatan medis. Contoh : Jasa dokter umum, jasa paramedik, 
jasa psikolog dan psikiater. 
b. Jasa pelayanan sosial. Contoh : Jasa pemadam kebakaran, jasa lembaga 
rehabilitasi, jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo. 
c. Jasa pengiriman surat dengan prangko. 
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d. Jasa keuangan. Contoh : jasa penjaminan, jasa menhimpun dana dari 
masyarakat berupa giro, deposito, tabungan. 
e. Jasa asuransi. Contoh : asuransi jiwa, asuransi kerugian. 
f. Jasa keagamaan. Contoh : jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian 
khotbah. 
g. Jasa pendidikan. Contoh : jasa pendidikan kejuruan, pendidikan luarbiasa, 
pendidikan umum. 
h. Jasa kesenian dan hiburan. 
i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. 
j. Jasa angkutan umum. 
k. Jasa tenaga kerja. 
l. Jasa perhotelan. 
m. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankanpemerintahan 
secara umum. 
n. Jasa penyediaan tempat parkir. 
o.  Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. 
p.  Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 
q.  Jasa boga atau catering. 
5. Objek PPN 
Berdasarkan UU No 42 tahun 2009 PPN dikenakan atas : 
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a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 
b. Impor BKP. 
c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean. 
e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 
f. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 
g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 
h. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak. 
6. Sifat & Tipe PPN 
Menurut Waluyo (2011) PPN mempunyai beberapa sifat, tipe dan prinsip 
pemungutaan.Berikut adalah sifat pemungutan atau karakteristik yang dikenal 
dengan legal character : 
a. PPN sebagai pajak objektif. 
b. PPN sebagai pajak tidak langsung (indirect tax). 
c. Pemungutan PPN multistage tax. 
d. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak. 
e. PPN tidak menimbulkan pajak ganda. 
f. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan BKP atau JKP. 
Tipe pemungutan PPN dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe yaitu : 
a. Consumption Type Value Added Tax 
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     Pada tipe ini semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk 
barang modal dikurangkan dari nilai tambahnya sehingga memberikan sifat netral 
PPN atas pola produksi. 
b. Net Income Type Value Added Tax 
     Pada tipe ini tidak dimungkinkan adanya pengurangan pembelian barangmodal 
dari dasar pengenaan.Pengurangan tersebut diperkenankan hanya sebesar 
penyusutan yang ditentukan pada saat menghitung net incomedalam rangka 
perhitungan PPh. Cara ini berakibat pengenaan pajak dua kali atas barang modal. 
c. Gross Product Type Value Added Tax 
     Tipe ini menyatakan bahwa pembelian barang modal tidak dipekenankan sama 
sekali untuk dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Akibatnya sama yaitu 
barang modal dikenakan pajak dua kali yaitu pada saat pembelian dan dilakukan 
melalui hasil peroduksi yang dijual kekonsumen. 
7. Pemungut PPN 
Sampai dengan saat ini terdapat 3 pemungut PPN yaitu : 
a. Bendahara Pemerintah. 
b. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi(KKS 
Migas) dan kontraktor atau pemegang kuasa/izin pengusahaan sumber daya 
panas bumi. 
c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
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C. KMK No.563/KMK.03/2003 
1. Dasar Hukum KMK No.563/KMK.03/2003 
Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan 
pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan 
Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota. KMK 
No.563/KMK.03/2003 merupakan peraturan mengenai penunjukan 
Bendaharawan Pemerintah untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau 
PPnBM. Dasar hukum KMK No.563/KMK.03/2003 adalah Undang – Undang 
No.8 tahun 1983 stdtd Undang –Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN barang 
jasa dan PPnBM, dimana dalam pasal 1 no.27 yang dikatakan WAPU PPN adalah 
bendaharapemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh 
MenteriKeuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang kena Pajak 
(BKP) dan/atauJasa Kena Pajak (JKP) kepada bendahara pemerintah, badan, atau 
instansi pemerintah tersebut. 
2. Bendaharawan Pemerintah Sebagai WAPU (Wajib Pungut) PPN 
a. KMK No.547/KMK.04/2000 menunjuk bendaharawan pemerintah, badan –
badan tertentu dan instansi pemerintah sebagai pemungut PPN. Keputusan 
Menteri Keuangan ini mulai berlaku 1 Januari 2001. 
b. Mulai 1 Januari 2004, seluruh Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak 
berlaku lagi yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan 
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Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 desember 2003. Keputusan ini menunjuk 
bendaharawan pemerintah dan kantor pembendaharaan kas negara sebagai 
WAPU PPN, badan–badan tertentu termasuk BUMN tidak lagi ditunjuk 
sebagai WAPU PPN. 
3. Ruang Lingkup KMKNo.563/KMK.03/2003 
     Ruang lingkup KMK No.563/KMK.03/2003 tentang penunjukan 
Bendaharawan Pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau 
PPnBM ini adalah transaksi yang nilai transaksinya lebih dari Rp1.000.000. 
Sedangkan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup KMK ini adalah sebagai 
berikut : 
a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 
b. pembayaran untuk pembebasan tanah; 
c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak yang 
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak 
Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai; 
d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan BahanBakar 
Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA; 
e. pembayaran atas rekening telepon; 
f.  pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 
penerbangan; atau 
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g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yangmenurut ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 
     Berdasarkan KMK No.563/KMK.03/2003 tentang penunjukan Bendaharawan 
Pemerintah untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM 
mewajibkan untuk menlaporkan PPN yang telah dipungut oleh Bendaharawan 
Pemerintah ke kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Pemerintah terdaftar 
paling lambat 14  hari berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pelaporan PPN WAPU dilakukan setiap 
bulan dengan menggunakan SPT 1107 PUT dan disampaikan ke KPP  terdaftar 
paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
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BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. Pembahasan Masalah 
1. Pemungutan PPN di PPSDM Migas 
     PPSDM Migas adalah Instansi Pemerintah yang bergerak dibawah kenaungan 
kementrian ESDM. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 
PPSDM Migas bertugas untuk melaksanakan pengembangan sumber daya 
manusia dibidang minyak dan gas bumi. 
     Didalam KMK No.563/KMK.03/2003 tentang penunjukan Bendaharawan 
Pemerintah sebagai Wapu PPN atau PPnBM yang terutang atas penyerahan 
Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada 
Bendaharawan Pemerintah dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Bendaharawan 
Pemerintah. Wapu adalah wajib pungut terhadap badan pemerintah dan pihak-
pihak yang ditujuk oleh pemerintah berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008. 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau 
instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada 
bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Yang termasuk 
sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan menjadi Wajib Pungut (WAPU) 
PPN antara lain: 
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a. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; 
b. Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi; dan 
kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya 
panas bumi; 
c. Badan Usaha Milik Negara. Wajib Pungut PPN melakukan pemungutan 
PPN/PPnBM terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena 
Pajak oleh rekanan kepada Wajib Pungut tersebut. 
Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP 
atau JKP kepada Bendaharawan Pemerintah dalam hal ini PPSDM Migas. Namun 
tidak semua BKP atau JKP dipungut oleh PPSDM Migas sebagai Bendaharawan 
Pemerintah yaitu jika transaksi: 
a. pembayaran yang  jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 
tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 
b. pembayaran untuk pembebasan tanah; 
c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas 
Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai; 
d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar 
Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA; 
e. pembayaran atas rekening telepon; 
f.  pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 
penerbangan; atau 
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g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai. 
     Sebelum diterapkan KMK No.563/KMK.03/2003 tentang penunjukan 
Bendaharawan Pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan 
PPnBM, setiap rekanan PPSDM Migas yang menyerahkan BKP atau JKP hanya 
diwajibkan membuat faktur pajak untuk keperluan penagihan dan pemungutan 
PPN terutang. Sehingga PPSDM Migas sebagai pembeli akan melakukan 
pembayaran 100% DPP ditambah 10% PPN kepada rekanan yang melakukan 
penyerahan BKP atau JKP tersebut. Pada akhir masa pajak, pihak rekanan 
diwajibkan untuk melaporkan pungutan dan pembayaran pajak yang terutang 
kepada Negara. 
     Namun skema pemungutan PPN diatas berubah setelah adanya penerapan 
KMK No.563/KMK.03/2003 tentang penujukan Bendaharawan Pemerintah untuk 
memungut, menyetor dan melaporkan PPN, perubahan yang terjadi adalah 
sebagai berikut: 
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                                                Harga tanpa PPN 
Faktur Pajak                              faktur pajak 
                                                  Barang/Jasa 
Gambar 3.2 Skema Pemungutan dan Penyetoran PPN Wajib Pungut 
Sumber dokterpajak.com 
     Dari skema diatas bisa dilihat bahwa pihak rekanan PPSDM Migas yang 
menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak dan SSP. Sehingga 
PPSDM Migas sebagai pembeli hanya melakukan pembayaran sebesar 100% DPP 
tanpa PPN. PPN akan disetorkan PPSDM Migas kepada negara atas nama rekanan 
 
 
 
NEGARA 
 
Penjual/pkp 
 
Pembeli/Pem
ungut PPN 
PPN 
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Tabel 3.1 Perbedaan Wajib Pungut PPN dan Tidak Wajib pungut PPN. 
Sumber dokterpajak.com 
 Non WAPU WAPU 
Nilai Transaksi  <= Rp 1.000.000 >  Rp 1.000.000 
Kode Transaksi 01 02 
Dokumen Penagihan  Faktur Pajak Faktur Pajak dan SSP 
Pembayaran Tagihan  100% DPP + 10% PPN 100% DPP tanpa PPN 
Pemungut & Penyetoran  Pemungutan& 
penyetoran dilakukan 
oleh PKP selaku penjual 
Pemungutan & 
penyetoran dilakukan 
oleh Bendaharawan 
Pemerintah 
Pelaporan SPT 1111 SPT 1107 PUT 
     Mekanisme Pemungutan PPN sendiri sudah diatur oleh Direktorat Jendral 
Pajak. Mekanisme dalam hal memungut PPN adalah sebagai berikut : 
a. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat 
menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik 
untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. 
b. Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi “02”. 
c. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan 
BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran 
diterima. 
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d. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan 
atau PPnBM. 
e. Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan 
Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak. 
f. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga : 
1). Lembar ke-1 (Untuk Bendahara), 
2).Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah), 
3).Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah) 
g. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP 
 Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP 
dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas 
nama PKP Rekanan Pemerintah. 
h. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan 
pemungut wajib dibubuhi cap "Disetor tanggal ..............." dan ditandatangani 
oleh Bendaharawan Pemerintah. 
i. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam 
rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPn BM disetor di Bank Persepsi atau 
Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut: 
1).Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan), 
2). Lembar ke-2 (Untuk (Untuk KPP melalui KPPN), 
3). Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkannya pada SPT Masa 
PPN), 
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4). Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk 
KPPN), 
5). Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara) 
j. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang 
masing-masing diperuntukkan sebagai berikut: 
1). lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah. 
2).lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN. 
3).lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN. 
4).lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN. 
k. KPPN membubuhkan cap "TELAH DIBUKUKAN" pada SSP lembar ke-1 dan 
lembar ke-2. 
l. KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis 
SPM pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP. 
m. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, pengisian SSP menggunakan Kode 
Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900. 
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2. Penyetoran dan Pelaporan PPN di PPSDM Migas  
     Dalam hal penyetoran, PPSDM Migas paling lambat melakukan penyetoran 
tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, namun jika 
tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertemapat  dengan hari libur termasuk hari 
sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari 
kerja berikutnya. 
     Pembayaran PPN PPSDM Migas melakukan pembayaran melalui Bank BNI. 
Setelah memastikan telah melakukan transfer pembayaran ke Bank BNI, bagian 
pajak akan mendatangi Bank BNI dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) 
rekanan PPSDM Migas untuk mendapatkan bukti penyetoran PPN didalam 
masing-masing bukti bayar tersebut terdapat Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara (NTPN), karena setoran dinyatakan sah jika mendapatkan NTPN dan 
diakui sebagai penerimaan negara pada saat uang masuk ke rekening kas negara 
sesuai tanggal pemberian NTPN. Setelah proses penyetoran selesai dilakukan oleh 
PPSDM Migas, para rekanan akan meminta lembar kedua faktur pajak dan SSP 
lembar kesatu dan ketiga mereka kepada PPSDM Migas sebagai bukti pungutan 
dan penyetoran PPN. 
     Konsekuensi yang dihadapi PPSDM Migas jika terlambat melakukan 
penyetoran PPN adalah sanksi 2% per bulan dari pajak terutang. Berdasarkan 
pengamatan penulis dalam pelaksanaan KMK No.563/KMK.03/2003 tentang 
penunjukan Bendaharawan Pemerintah untuk memungut, menyetor dan 
melaporkan PPN atau PPnBM, terdapat beberapa permasalahan yang 
mengakibatkan PPSDM Migas akhirnya terkena sanksi bunga 2%. 
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     Dengan diterapkannya PPSDM Migas sebagai wajib pungut PPN menjadikan 
PPSDM Migas selain memiliki kewajiban menyampaikan SPT Masa PPN untuk 
keperluan pajak, pihak PPSDM Migas juga memiliki kewajiban untuk 
menyampaikan SPT masa PPN khusus pemungut PPN yaitu SPT Masa PPN 1107 
PUT. SPT Masa PPN 1107 PUT ini berfungsi sebagai sarana bagi PPSDM Migas 
untuk mempertanggungjawabkan PPN yang dipungut atas penyerahan Barang 
Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari pihak rekanan. Pelaporan PPN, PPSDM 
Migas wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor ke kantor 
pelayanan pajak tempat PPSDM Migas terdaftar yaitu di KPP Blora paling lambat 
14 hari berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan formulir 
Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN yaitu PPN 1107 PUT. 
Formulir SPT masa PPN 1107 PUT terdiri dari: 
a. Formulir 1107 PUT (Induk SPT masa PPN 1107 PUT) 
b. Formulir 1107 PUT 1 (Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPnBM yang dipungut 
oleh Bendaharawan Pemerintah) 
c. Formulir 1107 PUT 2 (Lampiran 2 – Daftar PPN dan PPnBM yang dipungut 
oleh Bendaharawan Pemerintah) 
Apabila tidak ada pemungutan PPN yang dilakukan PPSDM Migas dalam suatu 
masa pajak, maka lampiran SPT masa PPN 1107 PUT tidak perlu disampaikan.  
     Faktur Pajak yang sebelumnya dibuat tiga rangkap, setelah KMK 
No.563/KMK.03/2003 hanya dua rangkap dengan peruntukan sebagai berikut: 
a. Lembar kesatu untuk PPSDM Migas  
b. Lembar kedua untuk rekanan  
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Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat lima rangkap dengan peruntukan sebagai 
berikut: 
a. lembar ke-1 untuk PKP rekanan pemerintah; 
b. lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN; 
c. lembar ke-3 untuk PKP rekanan pemerintah yang nantinya akan dilampirkan 
pada SPT Masa PPN; 
d. lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos persepsi; 
e. lembar ke-5 untuk pertinggal Bendahara Pemerintah. 
3. Analisis kendala yang terjadi terhadap penerapan KMK 
No.563/KMK.03/2003 
     Dengan diterapkannya KMK No.563/KMK.03/2003 tentang penunjukan 
Bendaharawan Pemerintah untuk memungut, memotong, dan melaporkan PPN 
atau PPnBM, terdapat beberapa permasalahan salah satunya terlambatnya 
penyerahan faktur pajak dan SSP rekanan. Pada awal pelaksanaan KMK 
No.563/KMK.03/2003 banyak faktur pajak dan SSP rekanan yang baru datang 
setelah tanggal penyetoran. Terlambatnya penyerahan faktur pajak dan SSP 
rekanan dikarenakan kelalaian pihak PPSDM Migas. Jadi pihak rekanan PPSDM 
Migas telah menyerahkan faktur pajak dan SSP mereka untuk keperluan 
penagihan, namun dikarenakan faktur pajak dan SSP rekanan tercecer 
mengakibatkan dokumen penagihan tersebut lupa diserahkan. Karena masalah 
keterlambatanmengakibatkan PPN dari faktur pajak yang terlambat 
disetorkan.Keterlambatan penyetoran PPN tersebut mengakibatkan PPSDM 
Migas terkena sanksi bunga 2%. Perhitungan sanksi PPN adalah 2% x bulan 
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keterlambatan xPPN yang terlambat disetorkan. Misalkan PPN terutang untuk 
periode bulan Juli PPSDM Migas adalah Rp 5.000.000 maka besarnya bunga 
yang harus dibayarkan PPSDM Migas adalah 2% x 1 bulan x Rp 5.000.000 = Rp 
100.000. 
     Berdasarkan hasil tanya jawab penulis dengan pihak PPSDM Migas kurang 
sempurnanya bulan pertama pelaksanaan pelaksanaan KMK 
No.563/KMK.03/2003 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah untuk 
memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPnBM di PPSDM dikarenakan 
sosialisasi yang dilakukan secara tiba – tiba. Terdapat beberapa perbaikan yang 
dilakukan pihak PPSDM Migas untuk mengurangi sanksi bunga 2%, perbaikan 
tersebut adalah membuat Standar Operating Procedure (SOP) untuk penerimaan 
tagihan rekanan. Contoh rekanan PPSDM Migas yang menerima tagihan harus: 
a. Memeriksa dokumen penagihan dari rekanan.  
b. Membuat bukti penerimaan dokumen penagihan rekanan. 
c. Mengcopy dokumen penagihan rekanan untuk keperluan arsip. 
d. Melakukan filling copy dokumen penagihan dengan baik. 
     Masalah berikutnya yang terdapat di PPSDM dalam penerapan KMK 
No.563/KMK.03/2003 yaitu kesengaajaan pihak PPSDM Migas tidak 
menyampaikan SSP kepada PKP rekanan. Selama ini tampaknya Direktoran 
Jendral Pajak bersikap sangat toleran terlebih pada para Bendaharawan 
Pemerintah termasuk PPSDM Migas sendiri. Sehingga akibatnya adanya 
ketentuan UU No. 42 Tahun 2009 pasal 16F tentang tanggung jawab renteng, 
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mengakibatkan PKP rekananlah yang dikenai sanksi karena dianggap tidak 
melakukan penyetoran PPN yang sudah dipungut. 
     Keadaan tersebut mulai berubah dan Direktorat Jendral Pajak bersikap lebih 
adil dan bijak dengan ditetapkannya PMK No.64/PMK.05/2013 tentang 
mekanisme pengawasan terhadap pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak 
yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. Dalam peraturan tersebut 
ditetapkan tata cara pertanggungjawaban dan mekanisme pengawasan atas 
Bendaharawan Pemerintah termasuk PPSDM Migas sendiri dan pelaporan dan 
pengawasan Bendaharawan Pemerintah diserahkan pada kepala KPP sesuai 
pembagian yang diatur oleh Direktorat Jendral Pajak. Bahkan pada pasal 17 PMK 
No.64/PMK.05/2013 ini dinyatakan dengan tegas bahwa bila penyetoran 
kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara tidak dilakukan dalam 
jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, 
Bendaharawan Pemerintah termasuk dari pihak PPSDM Migas diberi sanksi 
administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
4. Pembaharuan KMK No. 547/KMK.04/2000 menjadi KMK No. 
563/KMK.03/2003 
     Peraturan tentang penunjukan bendaharawan pemerintah sebagai wajib pungut 
pajak pertama kali ditetapkan oleh kementrian keuangan pada tahun 2000. 
Ketetapan tersebut yaitu KMK No. 547/KMK.04/2000 tentang keputusan menteri 
keuangan tentang penunjukan Bendaharawan pemerintah, badan- badan tertentu, 
dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan 
PPN dan PPnBM. Ketetapan tersebut bukannya berubah, melainkan diperbaharui 
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oleh menteri keuangan menjadi  KMK No. 563/KMK.03/2003 tentang 
penunjukan Bendaharawan Pemerintah sebagai Wapu PPN atau PPnBM yang 
terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak 
(JKP) oleh rekanan kepada Bendaharawan Pemerintah dipungut, disetor dan 
dilaporkan oleh Bendaharawan Pemerintah.  
Pembaharuan dari KMK No. 547/KMK.04/2000 menjadi KMK No. 
563/KMK.03/2003 adalah : 
a. KMK No. 547/KMK.04/2000 mengatur tentang Bendaharawan pemerintah, 
badan- badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, 
menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM. Sedangkan KMK No. 
563/KMK.03/2003 yaitu peraturan yang menunjuk Bendarawan Pemerintah 
saja yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM. 
b. KMK No. 563/KMK.03/2003 memperbarui tentang tata cara pemungutan, 
penyetoran dan pelaporan PPN atau PPnBM. 
c. KMK No. 563/KMK.03/2003 menjelaskan tentang PPN dan PPnBM yang 
tidak dipungut oleh bendaharawan Pemerintah yang sebelumnya tidak tertera 
dalam KMK No. 547/KMK.04/2000. 
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B. Temuan 
Kelebihan : 
1. PPSDM Migas setelah diterapkannya KMK No.563/KMK.03/2003 wajib 
memungut PPN dan PPnBM, tetapi transaksinya harus lebih dari Rp 1.000.000. 
2. Faktur Pajak yang sebelumnya dibuat rangkap tiga, setelah KMK 
No.563/KMK.03/2003 hanya dibuat rangkap dua. 
Kekurangan : 
1. Apabila terlambat dalam penyetoran , PPSDM Migas terkena sanksi bunga 
sebesar 2 %.Terlambatnya penyerahan faktur pajak dan SSP rekanan karena 
kelalaian pihak PPSDM Migas sendiri. 
2. Sengajanya pihak PPSDM Migas tidak menyampaikan SSP kenapa rekanan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
     Berdasarkan analisis di bab sebelumnya mengenai penerapan KMK 
No.563/KMK.03/2003 tentang penunjukan Bendaharawa Pemerintah untuk 
memungut, menyetor dan melaporkan PPN di PPSDM Migas, dapat disimpulkan 
bahwa PPSDM Migas wajib memungut PPN apabila transaksi pembayarannya 
melebihi Rp 1.000.000.Skema dalam pemungutan PPN pun berubah, setiap 
rekanan PPSDM Migas yang menyerahkan BKP atau JKP hanya membuat faktur 
pajak saja untuk keperluan penagihan dan pemungutan PPN. Setelah berlakukan 
KMK No.563/KMK.03/2003 rekanan PPSDM MigasYang menyerahkan BKP 
atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak dan SSP. Sehingga PPSDM Migas 
sebagai pembeli hanya melakukan pembayaran sebesar 100% DPP tanpa PPN 
kepada rekanan. Mekanisme pemungutan PPN sendiri pun sudah ditentukan 
sebagai mana mestinya oleh Direktorat Jendral Pajak.  
     Dalam hal penyetoran, PPSDM Migas melakukan penyetoran paling lambat 
tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran PPN 
melalui bank BNI. Setelah pembayaran pihak dari PPSDM Migas akan 
mendatangi bank BNI untuk mendapatkan bukti setoran PPN. Setelah selesai 
penyetoran para rekanan akan meminta lembar kedua faktur dan SSP lembar 
kesatu dan lembar ke tiga sebagai bukti pemungut dan penyetoran. Terkait 
pelaporan PPN di PPSDM Migas menggunakan SPT 1107 PUT yang dikhususkan 
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untuk memungut PPN dan disetor ke kantor pelayanan pajak tempat PPSDM 
Migas terdaftar yaitu di KPP Blora paling lambat 20 hari berikutnya setelah masa 
pajak berakhir. Mengenai faktur pajak yang sebelumnya dibuat rangkap tiga, 
setelah KMK hanya dibuat dua rangkap saja. Sedangkan Surat Setoran Pajak 
dibuat rangkap lima . 
     PPSDM Migas juga menghadapi kendala ataupun masalah penerapan KMK 
tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah untuk memungut, menyetorkan 
dan melaporkan PPN, yang pertama tentang terlambatnya penyerahan faktur pajak 
dan SSP dikarenakan kelalaian pihak PPSDM Migas. Akibat dari terlambatnya 
penyeraha faktur dan SSP rekanan yaitu terlambatnya penyetoran PPN. 
Terlambatnya penyetoran PPN akan dikenai denda sebesar 2%. Masalah 
selanjutnya yaitu tentang kesengajaan pihak PPSDM Migas tidak menyampaikan 
SSP kepada rekanan dan berakibat rekanan PKP yang dikenai sanksi karena 
dianggap tidak melakukan penyetoran PPN yang sudah dipungut. 
 
B. Saran 
1. Karena pihak PPSDM Migas lalai dalam dalam menyerahkan faktur pajak dan 
SSP rekanan dan kemudian mengakibatkan terlambatya penyetoran maka 
sebaiknya PPSDM Migas membuat Standard Operating Procedure (SOP) 
sehingga faktur pajak dan SSP tidak tercecer. 
2. PPSDM Migas mengingatkan rekanan untuk mengambil faktur pajak sebagai 
bukti penyetoran PPN yang telah di pungut, hal ini dilakukan untuk 
mengurangi penumpukan faktur pajak rekanan di bagian pajak.
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 563/KMK.03/2003 
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR 
PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DA 
MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG 
MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : bahwa dalam rangka menyederhanakan sistem 
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dari Pasal 
16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan 
tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor 
Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, 
Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara 
Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara); 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 1264) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3986); 
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN 
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN 
DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN 
MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK 
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA 
PEMUNCULAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA. 
Pasal 1 
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 
1. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang 
melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
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terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, 
Kabupaten, atau Kota. 
2. Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak 
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan 
Kas Negara. 
Pasal 2 
(1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 
ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 
(2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama 
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, 
dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang terutang. 
(3) Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor 
Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas 
Negara dimaksud. 
Pasal 3 
(1) Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah 
atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. 
(2) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
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yang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor 
Perbendaharaan dan Kas Negara dihitung sesuai dengan contoh 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini. 
Pasal 4 
(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak 
dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal : 
a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu 
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 
b. pembayaran untuk pembebasan tanah; 
c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 
d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan 
Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA; 
e. pembayaran atas rekening telepon; 
f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh 
perusahaan penerbangan; atau 
g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang 
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 
(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang 
terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak 
Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan 
54 
 
 
 
Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. 
Pasal 5 
(1) Pemungutan Pajak Pertumbuhan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat 
pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan 
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. 
(2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran 
tagihan. 
(3) Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan 
pada hari kerja berikutnya. 
Pasal 6 
(1) Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor 
Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, 
paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan 
pembayaran tagihan. 
(2) Pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai. 
Pasal 7 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menolak permintaan pembayaran 
berikutnya yang diajukan Bendaharawan Pemerintah dalam hal ketentuan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 tidak 
dipenuhi. 
Pasal 8 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menyampaikan daftar 
Bendaharawan Pemerintah yang berada dalam wilayah kerjanya beserta daftar 
perubahannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang 
ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. 
Pasal 9 
Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor 
Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini. 
Pasal 10 
(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas 
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha 
Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan Tertentu yang ditetapkan sebagai 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan 
Pemerintah, Badan-badan Tertentu, Instansi Pemerintah Tertentu untuk 
Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 
Desember 2003, tetap dipungut oleh Badan-badan Tertentu sepanjang 
Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak 
tersebut diterbitkan sebelum tanggal 31 Januari 2004. 
(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetorkan oleh Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling 
lambat tanggal 31 Januari 2004. 
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) 
tidak dipenuhi, kepada PKP rekanan atau Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
perpajakan yang berlaku. 
Pasal 11 
Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri 
Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan 
Direktur Jenderal Anggaran baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamasama 
sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 
Pasal 12 
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : 
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan 
Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah 
Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara 
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai 
Pemungut Pajak Pajak Pertambahan Nilai; 
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara 
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan Tertentu sebagai Pemungut 
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Pajak Pertambahan Nilai; dan 
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000 tentang Tata Cara 
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 
sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, 
dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 13 
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Desember 2003 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
BOEDIONO 
 
 
 
 
 
